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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR     7    TAHUN 2011011 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL 

KABUPATEN SUMEDANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan air 

minum kepada masyarakat dan peningkatan 
pendapatan asli daerah telah dibentuk Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten 
Sumedang dengan modal dasar sebesar Rp. 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar 
rupiah); 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal 
pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah 
berkenaan; 
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  c. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (7) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah 
dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan 
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

d. bahwa untuk meningkatkan akses bagi keberlanjutan 
pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah di Indonesia, dalam upaya mencapai target 
Millenium Development Goals, Pemerintah Daerah 
memperoleh hibah dari Pemerintah untuk memperluas 
cakupan pelayanan penyediaan air minum khususnya 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 

e. bahwa sebagai landasan hukum yang memuat kebijakan 
induk yang mengatur kebijakan dan jumlah modal yang 
ditempatkan pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu 
dibentuk Peraturan Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten 
Sumedang; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);  
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  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 
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  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5048); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 
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  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah 
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

20. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 153 
Tahun 2004 tentang  Pedoman Pengelolaan Barang 
Daerah Yang Dipisahkan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 
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  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2003 Nomor 19 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2006 Nomor 6 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Sumedang Tahun 2009-2013  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak 
Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2006 Nomor 13); 
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  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan 
Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2011         Nomor 6); 

 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

dan 
BUPATI SUMEDANG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG. 

 
 
 
 


